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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 
dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memeberikan saran-
saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kota 
Pekanbaru dikemudian hari. 
6.1 Kesimpulan  
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Implementasi 
Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut : 
1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dalam indikator sosialisasi Perda nomor 8 tahun 2011 dapat 
dikatakan “sedang” dengan (mean=3,05). Hal ini dapat dilihat dari 
masyarakat yang menyatakan setuju terhadap pernyataan masyarakat 
pernah melihat spanduk atau baliho tentang pentingnya membayar PBB 
(P2). Namun meskipun demikian dalam pernyataan masyarakat 
mengikuti Sosialisasi Perda No. 8 tahun 2011 masyarakat paham tentang 
bagaimanan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, masyarakat menjawab ragu-ragu apabila dalam mengikuti 
Sosialisasi Perda No. 8 tahun 2011 masyarakat paham tentang 
bagaimanan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
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Perkotaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah atau Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
belum dapat membuat masyarakat mengerti sepenuhnya tentang 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Masyarakat masih belum paham 
tentang bagaimanan Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
2. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam indikator 
Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dapat dikatakan “sedang” 
dengan  (mean=3,12), hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden 
yang menyatakan setuju dalam pernyataan masyarakat mengetahui 
persyaratan-persyaratan pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan. Namun dalam pernyataan wajib pajak diminta 
biaya pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan, masyarakat lebih dominan menyatakan tidak setuju. 
3. Kesimpulan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam 
indikator Pemungutan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan dapat dikatakan “sedang” dengan (mean=3,04), 
hal ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dan hasil wawancara  
yang menyatakan setuju terhadap pernyataan wajib pajak dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) karena telah jatuh 
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tempo dan tidak membayar setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan 
pajak terutang (SPPT). Namun, dalam tanggapan wajib pajak tidak 
membayar pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak 
terutang (SPPT) wajib pajak menyatakan tidak setuju. Hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Indra 
Suria, SE, M, Si selaku Kepala Bidang PBB, dimana masyarakat wajib 
pajak akan dikenakan sanksi berupa bungan 2 % ketika terlambat 
melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan setelah jatuh tempo yaitu 30 september. 
4. Selanjutnya kesimpulan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dalam indikator Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dalam kategori “sedang” dengan (mean=3,25). Hal ini dapat 
dilihat dari hasil tanggapan responden dan hasil wawancara yang peneliti 
lakukan, yaitu masyarakat wajib pajak tidak membayar PBB (P2) karena 
disibukkan dengan pekerjaan, dari pernyataan tersebut masyarakat wajib 
pajak lebih dominan menyatakan setuju. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Bapak Bagas Ndaru Kartiko, SE selaku Sub Bidang 
Pendaftaran dan Pendataan PBB, beliau menyatakan wajib pajak tidak 
membayar pajak tentu dengan berbagai alasan yang mereka lontarkan, 
ada yang tidak membayar atau terlambat membayar karena disibukkan 
dengan pekerjaan sehari-hari sehingga sering telat membayar pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian, masyarakat wajib 
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pajak tidak setuju dalam tanggapan wajib pajak mengangsur pembayaran 
pajak terutang dengan dikenakan angsuran 2 % (dua persen) setiap bulan 
berturut-turut dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 
5. Berdasarkan hasil uji deskriptif dari keempat indikator diatas, dapat 
diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
secara umum masuk dalam kategori “Sedang”. Dimana terdapat nilai 
mean yang tertinggi adalah pada indikator pembayaran pajak dengan 
(mean = 3,25) dengan nilai standart deviasi (SD = 1,12) masuk dalam 
kategori “sedang”. Sedangkan yang memiliki nilai mean yang paling 
rendah adalah indikator pemungutan dan penetapan pajak dengan (mean 
= 3,04) dengan nilai standart deviasi (SD = 1,19), masuk dalam kategori 
“sedang”. 
6. Faktor penghambat tidak tercapainnya target dan realisasi pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Pekanbaru adalah kurang 
kesadaran dari masyarakat untuk lebih memprioritaskan untuk tepat 
waktu membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, 
sehingga hal tersebut yang menjadi kendala untuk tercapainya target 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu adanya 
kesadaran dari tiap individu yang bersangkutan agar mereka lebih tertib 
dalam pembayaran pajak tersebut. Kemudian kurangnya koordinasi dari 
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ke UPTB yang bersangkutan 
kemudian pihak UPTB kurang mengontrol ke pihak Kelurahan begitu 
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juga dengan pihak kelurahan yang kurang mengontrol ke pihak Rt dan 
Rw sehingga SPPT yang telah dicetak seharusnya sampai ke pihak wajib 
pajak yang seharusnya menerima akan tetapi lambat tersampaikan dan 
juga terkadang tidak tersampaikan kepada masyarakat wajib pajak, dan 
kurangnya ketegasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sehingga kurangnya 
rasa tanggung jawab yang lebih dari para pihak yang bersangkutan 
seperti petugas UPTB, pihak Kelurahan dan Rt, Rw setempat yang 
bersangkutan. 
 
6.2 Saran 
Adapun saran penulis mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan 
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut : 
1. Penulis menyarankan agar pihak Pemerintah Daerah ataupun Badan 
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ataupun UPTB lebih gencar lagi 
dalam melakukan sosialisasi Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
2. Penulis menyarakan agar pihak Pemerintah Daerah ataupun Badan 
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru lebih memperkuat koordinasi antara 
Badan Pendapatan Daerah ke Kecamatan atapun UPTB, kemudian ke 
Kelurahan, dan Kelurahan ke Rt dan Rw. 
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3. Penulis menyarankan agar Badan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru 
lebih tegas lagi terhadap pihak-pihak yang terkait apabila telah ditunjuk 
atau diamanahkan sebagai bagian dari pihak yang bersangkutan dengan 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 
 
